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ABSTRAK 

 

 

 

PENERAPAN APLIKASI BUKU TAMU PADA BIRO PENGADAAN 

BARANG DAN JASA PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN 

 

 

Oleh: 

 

 

ALFIANA KHOIRUNNISSA 

 

 

 

Aplikasi buku tamu telah ditetapkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Lampung sebagai sistem pencatatan tamu secara digital sejak tahun 2021. 

Meskipun sempat dinonaktifkan pada tahun 2023 setelah dilakukan perbaikan dan 

reaktivasi pada tahun 2024, aplikasi buku tamu menunjukkan peran penting dalam 

mendukung standar pelayanan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih 

baik. Aplikasi ini dirancang untuk menggantikan pencatatan tamu secara manual 

dengan sistem digital, sehingga diharapkan dapat mampu mencatat informasi tamu 

lebih cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 

aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan mengidentifikasi hambatannya. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah  kualitatif deskriptif yang dianalisis 

menggunakan hasil kajian dari riset Harvard JFK School of Government (Indrajit, 

2002) yaitu support, capacity, dan value. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa elemen value sudah baik, namun terdapat elemen 

yang belum terpenuhi yaitu pada elemen support dan capacity. Adapun yang 

menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi buku tamu terlihat pada kurangnya 

dukungan berupa belum tersedianya panduan pelayanan aplikasi buku tamu, 

sosialisasi belum dilakukan secara aktif, masih kurangnya kesiapan sumber daya 

pelaksana dikarenakan pelatihan yang tidak memadai, dan tidak tersedianya 

infrastruktur penunjang bagi pengguna layanan berupa jaringan internet yang bisa 

diakses diruang publik. Meskipun aplikasi buku tamu memiliki potensi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung, tetapi optimalisasi penerapannya memerlukan perencanaan 

yang lebih matang, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan 

yang efektif. 

 

Kata Kunci: Aplikasi Buku Tamu, Pelayanan Publik, Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa, E-government, Digitalisasi.
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE VISITOR BOOK APPLICATION AT THE 

PROCUREMENT BUREAU OF GOODS AND SERVICES OF LAMPUNG 

PROVINCE TO IMPROVE SERVICE QUALITY 

 

 

By: 

 

 

ALFIANA KHOIRUNNISSA 

 

The visitor book application has been implemented by the Procurement Bureau of 

Goods and Services, Lampung Province, as a digital visitor recording system since 

2021. Although it was temporarily deactivated in 2023, following improvements 

and reactivation in 2024, the application demonstrated a crucial role in supporting 

higher service standards and better governance in procurement processes. The 

application is designed to replace manual visitor recording with a digital system, 

aiming to record visitor information more quickly and accurately. This study aims 

to analyzed the implementation of the visitor book application at the Procurement 

Bureau of Goods and Services, Lampung Province, in improving service quality 

and identifying its challenges. The research uses a descriptive qualitative method, 

analyzed through the results of the study from Harvard JFK School of Government 

research (Indrajit, 2002) of support, capacity, and value. Data collection 

techniques include interviews, documentation, and observation. The findings 

indicate that while the value element is well-fulfilled, there are shortcomings in the 

support and capacity elements. Challenges in using the visitor book application 

include a lack of support, such as the absence of a comprehensive service guide for 

the application, insufficient socialization efforts, inadequate preparation of 

personnel due to insufficient training, and the lack of supporting infrastructure, 

such as accessible internet in public areas. Although the visitor book application 

has the potential to enhance public service quality at the Procurement Bureau of 

Goods and Services, Lampung Province, but optimizing its implementation requires 

more thorough planning, improved human resource competencies, and effective 

management. 

 

 

Keywords: Visitor Book Application, Public Service, Procurement Bureau of Goods 

and Services, E-government, Digitalization. 
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MOTTO 

 

“Cintailah kebaikan meskipun kamu belum menjadi bagian dari orang-orang baik 

dan bencilah keburukan meskipun kamu masih menjadi orang-orang yang buruk” 

(HR. Imam Syafi’i) 

 

“Work until you don’t have to introduce yourself” 

(Unknown) 

 

“If you can’t survive, just try” 

(The 1975)
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TI : Teknologi Informasi 

UKPBJ : Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 

UPT : Unit Pelayanan Teknis 

UUD : Undang-Undang Dasar 

 



1 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Pelayanan publik ialah semua pelayanan, termasuk berupa barang publik 

dan juga pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan 

untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan juga untuk penegakan hukum 

dan aturan. Pelayanan publik yang prima adalah metrik dimana 

digunakannya untuk acuan diselenggarakannya layanan untuk melihat 

kualitas komitmen memberikan layanan cepat, berkualitas, sederhana, 

terukur dan terjangkau kepada masyarakat. Suatu lembaga dan instansi 

pemerintah dianggap kualitas pelayanan sudah baik, apabila standar 

kualitas pelayanan mampu diterapkan oleh pemerintah.  

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang cepat dan 

tepat, maka sektor pemerintah sebagai pemberi layanan kepada 

masyarakat perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (Deby dkk, 

2021). Sebab, penggunaan teknologi dalam tubuh pemerintah dapat 

memudahkan penggunanya dalam mengakses data dan informasi dengan 

cepat, selain itu juga bermanfaat bagi internal penyelenggara pelayanan 

publik dalam mengolah, mengirim, dan menerima data tanpa batasan 

ruang dan waktu (Herlambang dan Fathoni, 2023). Melalui, pemanfaatan 

teknologi setidaknya dapat mengefisiensi 50 persen waktu pelayanan dan 

50 persen anggaran yang dikeluarkan, selain itu melalui pemanfaatan 

teknologi membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen (Kominfo, 

2023).  

Pemanfaatan teknologi pada sektor publik khususnya sebagai sistem 

informasi memiliki peranan yang penting, seperti mendukung proses 



2 
 

pelayanan, mendukung para staf dan pimpinan untuk meningkatkan 

performa organisasi (O’Brien, 2005). Layanan sektor publik berbasis 

aplikasi ataupun juga e-Government sudah diterapkan hampir di seluruh 

aspek di organisasi sektor publik di penjuru dunia. Artinya dalam hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan e-Government di layanan sektor publik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sulit untuk dihindari 

akibat dari majunya teknologi canggih pada saat ini.  

Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian oleh De Vries (2018) mengatakan 

bahwa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah terjadi dimana-mana 

di sektor publik akhir-akhir ini dan sulit untuk memikirkan masalah publik 

atau layanan pemerintah yang tidak terlibat TIK dalam beberapa cara yang 

substansial (yakni, banyak inovasi seperti layanan online untuk warga 

negara digerakkan oleh teknologi). Penggunaan teknologi yang luas ini, 

baik dalam proses implementasinya dan jasa, menjadikannya komponen 

penting dalam pelaksanaan layanan. Ditengah maraknya transisi 

pelayanan yang mengadaptasi teknologi di sektor publik, beberapa daerah 

termasuk Provinsi Lampung turut menerapkan pelayanan berbasis 

teknologi pada setiap institusi pemerintah, salah satunya pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.  

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam menciptakan 

pelayanan bagi penerima layanan tentunya memerlukan teknologi pada 

lingkup organisasinya. Penciptaan pelayanan berbasis teknologi menjadi 

upaya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya, salah satunya melalui aplikasi buku 

tamu sebagai upaya untuk mengetahui kendala apa saja yang dirasakan 

oleh tamu-tamu yang berkunjung. Berikut merupakan tampilan dari 

aplikasi buku tamu: 
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Gambar 1. Aplikasi Buku Tamu 

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, 2023 

Aplikasi buku tamu dibentuk sejak tahun 2020, dan rilis tahun 2021 yang 

ditujukan untuk tamu-tamu (perangkat daerah) yang dibuat berdasarkan 

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) No. 24 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri Dalam Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui 

Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa aplikasi 

buku tamu merupakan salah satu inovasi daerah berbasis teknologi yang 

menunjang kegiatan pemerintahan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung meluncurkan aplikasi buku tamu sebagai alat penunjang 

layanan dan evaluasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Lampung. 

Aplikasi buku tamu berfungsi untuk mencatat informasi tamu seperti 

identitas tamu, waktu berkunjung, permasalahan yang diajukan, dan tujuan 

berkunjung pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. 

Adanya fitur seperti data analytic pada Aplikasi buku tamu dapat 

menyajikan informasi hasil pengolahan database yang menjadi alat untuk 

evaluasi kinerja organisasi dan sebagai informasi untuk peningkatan 

pelayanan pengadaan barang dan jasa. Perancangan penyusunan aplikasi 
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buku tamu berasal dari ide pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu 

Ketua Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Provinsi Lampung dan Ketua Sub Bagian Teknologi Informasi LPSE.  

Terciptanya Aplikasi Buku Tamu menjadi terpenuhinya standarisasi Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. Pemenuhan standarisasi 

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) merupakan suatu bentuk 

kesiapan sebuah organisasi dari segi anggaran, dan keamanan dari unit 

LPSE (LKPP, 2017). Namun, yang menjadi kendala dalam penerapan 

aplikasi ini yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak memiliki tenaga 

kerja ahli di bidang Teknologi Informasi yang mengharuskan menyewa jasa 

pihak ketiga yang anggarannya berasal dari dana APBD, sehingga aplikasi 

buku tamu tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya. 

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

narasumber yaitu Pak Dodi Hendrawan selaku Kepala Bagian Pengelolaan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung. Beliau 

mengatakan latar belakang terciptanya buku tamu berbasis digital karena 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung menyadari bahwa 

semakin kompleksnya fungsi dan peran dari pengadaan barang dan jasa. 

Karenanya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, bersih, bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme, maka profesionalisme perlu dilakukan guna 

peningkatan kapasitas organisasi. Untuk itu, menjadi suatu keharusan yang 

mendesak untuk dilaksanakan.  

Namun, pada pelaksanaannya penerapan aplikasi buku tamu tidak 

memberikan perubahan yang cukup signifikan, sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Data Pengunjung Aplikasi Buku Tamu 

Tahun Jumlah Tamu 

2020 132 

2021 141 

2022 136 

2023 Dinonaktifkan 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

Berdasarkan tabel, pada tahun 2020 pencatatan tamu masih dilakukan 

secara manual sehingga tercatat sebanyak 132 tamu yang berkunjung. Pada 

saat akan melakukan evaluasi, pegawai harus merekapnya satu per satu yang 

menginputnya melalui Microsoft Excell tak jarang data pada bulan-bulan 

tertentu hilang atau terselip. Dan jika dibandingkan dengan setelah 

diterapkannya aplikasi buku tamu pada tahun 2021, data telah terekam dan 

tercatat dengan baik, hal ini terlihat sebanyak 141 tamu yang datang ke Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. Pegawai hanya perlu 

mengetik dalam satu sistem komputer dan otomatis tersimpan, tercatat, dan 

tersistematis.  

Pada tahun 2022 terdapat kendala pada sistem komputer dimana tidak ada 

data yang terupdate, data-data yang ada di komputer tersebut hanya data-

data saat peluncuran aplikasi tersebut setelah itu data tidak pernah diupdate 

kembali dan di tahun 2023 Aplikasi Buku Tamu dinonaktifkan, berdasarkan 

hasil observasi pada tanggal 9 Januari 2024, diketahui bahwa aplikasi 

tersebut sudah tidak berjalan dikarenakan beberapa kendala yaitu SDM dari 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, anggaran 

pemeliharaan Aplikasi Buku Tamu serta tujuan dari penggunaan buku tamu 

itu sendiri, terlebih lagi buku tamu tersebut tidak dapat diakses oleh 

pengguna layanan, hanya 1 petugas yang bisa mengakses buku tamu 

tersebut yang menyebabkan aplikasi tersebut belum dapat digunakan secara 

optimal dan pada tahun 2023 harus dinonaktifkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan layanan digital milik Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung melalui Aplikasi Buku Tamu tidak dikelola dengan baik 

serta manfaatnya terasa kurang optimal dan menimbulkan pemborosan dari 

segi sumber daya, anggaran maupun perencanaan yang kurang matang oleh 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Lampung. 



6 
 

Hasil observasi peneliti, melihat bahwa penerapan aplikasi buku tamu hanya 

dijadikan alat yang menggantikan dari cara yang konvensional menjadi 

digital, antrian masih tetap tercipta karena petugas masih harus mengetiknya 

secara satu persatu dengan komputer yang minim jumlahnya, kurang 

disiplinnya pegawai yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pegawai pelaksana yang berakibat pada tidak tercatatnya tamu yang 

berdatangan, dan juga adanya sistem error pada komputer membuat data 

tidak update semenjak program diterapkan. Meskipun telah merancang ide 

yang sedemikian rupa, tetapi penyelenggaraan pelayanan publik di Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi menampakkan kinerja yang masih jauh 

dari harapan masyarakat. Hal tersebut terlihat pada kurang disiplinnya 

aparatur pemerintah, kurang informatifnya aplikasi buku tamu yang 

diterapkan, terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana sehingga tidak 

menjamin kepastian. 

Namun berdasarkan hasil wawancara pada 6 Juni 2024 melalui Bapak Dodi 

Hendrawan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung diketahui 

bahwa Aplikasi Buku Tamu telah dijalankan kembali terhitung Mei 2024, 

hal tersebut menarik perhatian peneliti dikarenakan alasan diaktifkannya 

kembali Aplikasi Buku Tamu tersebut. Bapak Dodi Hendrawan 

menjelaskan bahwa peran Aplikasi Buku Tamu sangat krusial pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. Hal tersebut dikarenakan 

Aplikasi Buku Tamu berbeda dengan buku tamu digital biasanya seperti 

peralihan dari konvensional menuju digital. Aplikasi buku tamu berperan 

penting sebagai alat pendukung untuk memudahkan pengarsipan, 

pengolahan data, efisiensi antrian pengisian data tamu, dan sebagai 

informasi untuk evaluasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh sebab itu, Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung sangat membutuhkan 

aplikasi buku tamu dikarenakan didalam aplikasi buku tamu memuat dua 

hal penting yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung. 
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Aplikasi Buku Tamu yang telah diperbarui dan diaktifkan kembali terhitung 

Mei 2024 ini memuat survei kepuasan pengguna, dimana hal tersebut 

menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi oleh Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Lampung, pengisian survei kepuasan pengguna wajib 

dilakukan sebagai pemenuhan 17 standarisasi dari LKPP yang digunakan 

untuk meningkatkan mutu layanan serta mencipatkan kepuasan pengguna 

layanan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa wajib memenuhi 17 standarisasi 

tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa itu sendiri.  

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung memiliki peran 

penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang 

transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam rangka mendukung tugas dan 

fungsinya tersebut, BPBJ perlu menerapkan berbagai langkah strategis, 

salah satunya adalah dengan membangun Aplikasi Buku Tamu berbasis 

digital. Implementasi Aplikasi Buku Tamu digital sejalan dengan upaya 

BPBJ untuk memenuhi 17 Standarisasi LPSE yang telah ditetapkan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Beberapa 

standar LPSE yang secara eksplisit mewajibkan BPBJ untuk memiliki 

sistem pencatatan tamu, seperti: Standar 6: Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa yang Berkualitas Standar 7: Pengelolaan Tata Kelola 

Pengadaan Barang/Jasa Standar 8: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

Penerapan Aplikasi Buku Tamu digital berkontribusi pada pemenuhan 

beberapa Standar LPSE, di antaranya: Standar 6: Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa yang Berkualitas: Aplikasi Buku Tamu digital dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan BPBJ kepada tamu, sehingga 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Standar 7: Pengelolaan Tata 

Kelola Pengadaan Barang/Jasa: Aplikasi Buku Tamu digital membantu 

dalam pengelolaan tata kelola BPBJ dengan menyediakan data dan 

informasi yang akurat terkait kunjungan tamu. Standar 8: Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi: Aplikasi Buku Tamu digital 



8 
 

merupakan contoh pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi operasional BPBJ. 

Oleh karena itu, Aplikasi Buku Tamu menjadi hal yang sangat krusial pada 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, selain hal tersebut aplikasi buku tamu ini 

juga menjadi wadah evaluasi kinerja dari pegawai Biro Pengadaan barang 

dan Jasa Provinsi Lampung dikarenakan adanya melalui aplikasi ini Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dapat mengetahui 

bagaimana kinerja para pegawai dalam melakukan pelayanan serta pegawai 

yang melakukan pelayanan kepada pengguna layanan di Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa hal tersebut dapat dilihat saat pengisian Aplikasi Buku 

Tamu yang dapat dilihat tujuan dari para tamu untuk menemui verifkator 

atau pemberi layanan yang bertugas. 

Melihat bagaimana pentingnya Aplikasi Buku Tamu ini dibentuk, oleh 

karena itu pada tahun 2024 Aplikasi ini kembali dioperasikan guna 

mendukung tujuan dari Biro Pengadaan barang dan Jasa itu sendiri. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai digitalisasi pelayanan publik berbasis aplikasi ini. Oleh 

sebab itu, hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk mengkaji lebih dalam 

lagi tentang penerapan aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Lampung dalam peningkatan kualitas pelayanan sebagai 

aplikasi yang ditujukan untuk mengetahui permasalahan dalam penyediaan 

barang dan jasa serta fenomena-fenomena yang terjadi pada saat penerapan 

aplikasi ini, hal ini sejalan dengan penelitian milik Anna (2022) terkait 

pemanfaatan buku tamu berbasis digital, yang dalam penelitian ini 

menjelaskan aplikasi buku tamu digital ini sangat membantu baik pihak 

kantor daerah dan pengunjung yakni warga sekitar dan para tamu untuk 

mendata siapapun tamu yang berkunjung sehingga pemberitahuan menjadi 

mudah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “Penerapan Aplikasi Buku Tamu Pada Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan” 
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1.2  Rumusan Masalah  

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan? 

2. Hambatan penerapan aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan Barang 

Dan Jasa Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai. Maka, tujuan 

penelitian yang ingin peneliti dapatkan yaitu: 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa penerapan 

aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi 

Lampung untuk meningkatkan kualitas layanan. 

2. Guna mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan hambatan atau 

kendala dalam penerapan aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas 

layanan. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama 

dalam penerapan aplikasi layanan untuk meningkatkan kualitas 

layanan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Lampung. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil dari Penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa, Masyarakat Umum dan Lembaga pemerintahan 

lainnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Peineilitian yang suidah dilakuikan oleih para peineiliti teirdahu ilui meimbeirikan 

keiuintu ingan bagi peineliti kareina dapat meinjadi acuian dalam meimpeirkaya 

teiori dalam kajian peineilitian yang dilakuikan dan keiuintuingan lain yaitui 

dapat meinghindarkan adanya du iplikasi pada teima peineilitian. Dalam hal 

ini peineliti meingguinakan tinjauian peineilitian teirdahuilui yang beirhuibuingan 

deingan teima peineilitian yang akan dilakuikan. Dibawah ini meiruipakan 

tabeil peineilitian teirdahuilui yang peineliti guinakan: 

  Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Hasil Penelitian 

Batasan 

Penelitian 

1. Muharir 

(2021) 

Aplikasi Buku 

Tamu dan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Menggunakan 

Whatsapp 

Gateway 

Berbasis Web 

Pada LPSE 

Provinsi 

Kalimantan 

Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa  dapat 

memudahkan Tamu saat 

ingin bertemu konsultasi 

ataupun membuat janji temu 

lainnya, pendataan tamu 

yang lebih terstruktur dan 

disimpan pada database, 

memudahkan pihak helpdesk 

memberikan laporan ke pada 

pimpinan, pihak LPSE dapat 

melakukan 

pengadministrasian dengan 

jauh lebih mudah, 

terhindarkan dari duplikasi 

data yang sebelumnya sering 

terjadi dan hasil IKM yang di 

tampilkan sesuai dengan data 

yang tamu kunjungan, dan 

aplikasi dinilai berperan 

secara signifikan terhadap 

peran tamu dalam mengisi 

IKM yang disediakan 

dibandingkan sebelumnya. 

Fokus penelitian 

dengan 

menggunakan 

pengembangan 

sistem dengan 

menggunakan 

model Waterfall 

2. Suryanto 

dan 

Sistem 

Informasi 

Dari hasil penelitian 

disimpulkan bahwa buku 

Fokus penelitian 

dengan 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Hasil Penelitian 

Batasan 

Penelitian 

Baydhowi 

(2022) 

Penerimaan 

Tamu Berbasis 

Website Pada 

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian 

Kota Bekasi 

tamu berbasis website  dapat 

memudahkan front office 

dalam pendataan tamu dan 

ruangan, mengatur pegawai 

yang bisa ditemui, tanda 

bukti diri tamu, jenis tamu, 

berita instansi, serta 

memudahkan pihak tamu 

dalam melakukan pemesanan 

jadwal pertemuan antara 

tamu dan pihak instansi dan 

melakukan penilaian kinerja 

instansi yang mudah 

digunakan (easy to use)dan 

mudah dipelajari (easy to 

learn). Selain itu juga dapat 

mengefisiensikan waktu 

serta menangani kesalahan 

dalam pengolahan data dan 

data tamu menjadi lebih 

aman dan detail. Sistem 

penerimaan tamu yang 

dibangun menjadi aplikasi 

berbasis web yang mana 

dapat digunakan dimana saja 

dan kapan saja, sehingga 

memudahkan tamu dalam 

memesan jadwal pertemuan. 

Dan dapat mempercepat 

proses pembuatan laporan 

dengan akurat. 

menggunakan 

metode 

pengembangan 

sistem RAD 

(Rapid 

Application 

Development) 

3. Rizky 

Khairuna 

dan 

Muhamm

ad Dedi 

Irawan 

(2024) 

Penerapan 

Metodologi 

Pengembanga

n Aplikasi 

Buku Tamu 

Berbasis 

Android 

Berdasarkan hasil dari 

penelitian aplikasi buku tamu 

pada Kelurahan Sei Kera 

Hulu bahwa pemanfaatan 

teknologi sangatlah penting. 

Disimpulkan bahwa dengan 

adanya pengembangan 

sistem aplikasi buku tamu 

dapat mempermudah akses 

keperluan tamu, 

meningkatkan efisiensi 

operasional, akurasi data, dan 

pengalaman pelayanan tamu 

secara keseluruhan.  

Fokus penelitian 

ini 

menggunakan 

tahapan yang 

dilakukan 

menggunakan 

metode waterfall 

(spesifikasi 

kebutuhan 

pengguna, 

perencanaan, 

permodelan, 

konstruksi, 

penyerahan 

sistem ke 

pengguna, serta 

perawatan 

sistem) 

   Suimbeir: Diolah oleh peneliti, 2024 
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Beirdasarkan beibeirapa peineilitian teirdahuilui yang teilah dijabarkan, 

peineilitian yang akan dilakuikan oleih peineiliti meimpuinyai peirsamaan pada 

konseip peineilitian dan fokuis peineilitian yang meineikankan pada 

peirbandingan sisteim peilayanan antara konveinsional deingan eileiktronik. 

Peirbeidaan peineilitian yang akan dilakuikan oleih peinuilis deingan peineilitian 

teirdahuilui yaitui teirlihat pada peirbeidaan lokasi peineilitian yang ada, 

peineilitian ini akan dilakuikan di Biro Peingadaan Barang dan Jasa 

Seikreitariat Provinsi Lampuing seirta teiori yang akan diguinakan uintuik 

meinganalisis penerapan aplikasi buku tamu dari Biro Peingadaan Barang 

dan Jasa Provinsi Lampuing seibagai salah satui uipaya uintuik meiningkatkan 

kuialitas peilayanannya. Dari penelitian sebelumnya hanya menyoroti 

pengaplikasian atau pembentukan aplikasi buku tamu dan belum mengkaji 

tentang bagaimana aplikasi buku tamu dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan. Pada peineilitian ini meingguinakan teiori milik hasil 

kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2002) 

teintang konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik yaitui Support, 

Capacity, dan Value yang mana pada peineilitian seibeilu imnya teiori ini 

beiluim peirnah dilakuikan dalam peineilitian khuisuisnya pada penerapan 

aplikasi seibagai bentuk digitalisasi dalam upaya peiningkatan kuialitas 

peilayanan. Penggunaan teori tersebut untuk mengkaji aspek-aspek apa saja 

yang harus dipenuhi dalam menyukseskan konsep digitalisasi dengan 

menyoroti respon dari pengguna dan pemilik aplikasi buku tamu. 

 

2.2    Governansi Digital 

2.2.1 Konsep Governance (Tata Kelola) 

Dikutip dari Meutia (2017) governance didefinisikan sebagai 

mekanisme, praktik, dan tata cara di mana pemerintah dan warga negara 

mengelola sumber daya serta menyelesaikan masalah-masalah publik. 

Dalam konsep ini, pemerintah hanyalah salah satu aktor dan tidak selalu 

menjadi yang paling berpengaruh. Peran pemerintah yang semula 

sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan serta infrastruktur 

bergeser menjadi katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi 



14 
 

peran pihak lain dalam komunitas. Konsep governance menuntut adanya 

redefinisi peran negara, yang juga berarti mengubah peran warga negara. 

Warga diharapkan lebih proaktif, termasuk dalam memantau dan 

memastikan akuntabilitas pemerintah.   

Governansi digital mencakup penerapan tata kelola digital untuk 

menetapkan akuntabilitas, tanggung jawab, kewenangan pengambil 

keputusan, serta manajemen perubahan terkait kehadiran teknologi 

digital dalam organisasi (Amane dkk, 2023). Governansi digital 

merupakan kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan 

otoritas pengambilan keputusan yang menggunakan situs web, seluler, 

media sosial hingga produk layanan lain yang menggunakan internet 

(Setyawati dan Fitriati, 2023). Governansi digital diatur dalam peraturan 

tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 

95 Tahun 2018 Sistem ini diselenggarakan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Melalui 

governansi digital dapat berpotensi untuk mereformasi pemerintahan 

menjadi lebih efisien dan mengikuti perkembangan dunia (McBride, 

2019). Menurut Welchman (2015) terdapat indikator utama yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan governansi digital, yaitu : 

1. Digital Policy, merupakan kebijakan yang melandasi adanya 

pelayanan digital. Adanya kebijakan ini dapat menentukan apa saja 

yang harus dilakukan penyelenggara pelayanan digital. Kebijakan 

digital digunakan sebagai pagar pembatas yang menjaga governansi 

digital agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bentuk dari 

kebijakan digital ini adalah panduan dan peraturan yang diterapkan 

untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa pelaksanaan 

governansi digital dapat terlaksana dengan baik. 

2. Digital Strategy, merupakan pendekatan yang dilakukan organisasi 

pemerinth dalam memanfaatkan kemampuan internet. Indokator ini 

sangat penting sebab dalam melakukan identifikasi terkait siapa yang 

harus menetapkan strategi digital bagi organisasi pemerintahan. 
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Identifikasi tersebut meliputi tentang orang atau divisi mana yang 

mengetahui bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi dampak 

dari kegiatan digital dalam organisasi pemerintahan.  

3. Digital Standart, merupakan standar yang harus terwujud guna 

memastikan kualitas dan efektivitas kegiatan digital yang maksimal. 

Standar digital memaparkan tentang sifat yang tepat dari kualitas 

governansi digital yang diterapkan. Hal tersebut bersifat luas dan 

mendalam mengenai orang atau divisi yang membuat dan 

mengoperasikan standar digital harus memiliki pemahaman secara 

keseluruhan terkait strategi dan spesifikasi yang berkaitan dengan 

digitalisasi.  

Ketiga indikator tersebut jika diterapkan dengan baik akan menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih produktif dan memberikan pelayanan 

terbaik baik publik yang membutuhkan informasi secara efektif dan 

efisien.  

Seiring dengan berkembangnya pengelolaan pemerintahan terdapat tiga 

pilar governance yang masing-masing pihak dapat memainkan perannya 

dengan baik agar terciptanya suatu lingkungan digital yang aman, andal, 

dan terpercaya (Fajrillah dkk, 2022) yaitu: 1) Regulator dalam hal ini 

pemerintah memainkan peran dalam mengayomi dan mengedukasi 

pelaku usaha dan masyarakat, mendorong ketersediaan infrastruktur, 

mengelola keseimbangan antara inovasi bisnis dengan perlindungan 

masyarakat. Peraturan prinsip dipromosikan dan kolaborasi diciptakan. 

2) Masyarakat berperan sebagai penilai keadilan dan kejujuran dalam 

menggunakan layanan digital. 3) Pelaku usaha terutama dari sektor 

swasta mengelola values dan model bisnis yang dapat menguntungkan 

dan berkembang dengan tetap menjaga kerahasiaan, integritas transaksi 

dan data, serta ketersediaan layanan. 

Selain itu terdapat cakupan dari tata kelola digital terkait dengan layanan 

dan proses dalam interaksi apapun yang meliputi (Fajrillah dkk, 2022) : 
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1. Government to Citizen (G2C), hubungan ini bertujuan untuk dapat 

memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan 

masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai 

informasi tentang pemerintah.  

2. Government to Business (G2B), karena itu sangat membutuhkan 

hubungan yang sangat baik antara negara dan bisnis. Dan tujuannya 

adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berbisnis atas nama 

komunitas bisnis.  

3. Government to Government (G2G), tujuan dari hubungan ini adalah 

untuk mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan antara pemerintah 

dan mempercepat serta memfasilitasi kerjasama antara pemerintah 

terkait.  

4. Government to Employee (G2E), hubungan ini bertujuan untuk dapat 

memasukkan berbagai informasi yang diperlukan antara pemerintah 

dan mempercepat serta memfasilitasi kerjasama antara pemerintah 

terkait.  

5. Government to Non-Profit (G2N), hubungan ini bertujuan agar 

lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga 

tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi 

dan wewenangnya masing-masing 

 

2.2.2 Digitalisasi 

Digitalisasi merupakan proses membuat atau memperbaiki proses bisnis 

dengan memanfaatkan teknologi dan data digital. Digitalisasi mengacu 

pada penggunaan teknologi dan data digital yang tujuannya sebagai 

peningkatan proses bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital 

(Crawford dkk, 2020). Sedangkan, menurut Atmoko dalam Kurniati dkk 

(2021) digitalisasi adalah seluruh rangkaian proses atau upaya menjadi 

digital. Sementara itu dalam kacamata publik, digitalisasi diartikan 

sebagai penerapan teknologi elektronik untuk memperbaiki tata kelola 

pemerintahan (Panggabean dan Meilani, 2023).  
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Digitalisasi pada pelayanan publik saat ini sejatinya telah tertuang dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek 

pelayanan publik yang memiliki sistem yang dapat memberikan 

kemudahan kepada masyarakat. Jika organisasi publik sudah pada tahap 

digitalisasi, maka organisasi tersebut sudah mampu mengubah proses 

pelayanan menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan (Hidayat 

dkk, 2023). Sejalan dengan pendapat Kurniati dkk (2021) melalui 

digitalisasi dapat mengefisiensi dan mengoptimalkan tempat 

penyimpanan dan keamanan dokumen dari segala keadaan darurat seperti 

bencana. Selain itu, dokumen yang terdigitalisasi juga kualitasnya dapat 

ditingkatkan seperti resolusi, gambar maupun suara sehingga menjadi 

lebih stabil. Maka, dapat diartikan bahwa digitalisasi dalam pelayanan 

publik adalah rangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atau penerima layanan dengan memanfaatkan kemampuan 

teknologi dan data digital dalam mempermudah layanan.  

Menurut hasil kajian dari riset Harvard JFK School of Government 

(Indrajit, 2002) untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada 

sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan 

diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut 

adalah:  

1. Support  

Elemen pertama yang paling krusial yang harus dimiliki oleh 

pemerintah adalah keinginan (intern) dari berbagai kalangan pejabat 

publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-

Government, bukan hanya sekedar mengikuti tren atau justru 

menentang inisiatif yang berkaitan dengan konsep-konsep e-

Government. Tanpa adanya unsur “political will” ini, berbagai 

inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government tidak akan 

dapat berjalan baik. Yang dimaksud dengan dukungan disini 

bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi 

dukungan yang diharapkan adalah dalam hal-hal sebagai berikut: 
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1) Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci 

sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga 

harus diberikan prioritas tinggi.  

2) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, 

konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrasi  

2. Capacity  

Adanya kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat dalam 

mewujudkan “impian” e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada 

tiga hal yang harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan elemen 

ini, yaitu:  

1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiati e-Government, terutama uang berkaitan dengan 

sumber daya finansial.  

2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, 

hal ini merupakan 50% kunci keberhasilan penerapan e-

Government.  

3) Ketersediaaan sumber daya manusia yang memiliki kompetisi 

dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government 

dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.  

3. Value  

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat 

dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai 

inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak 

yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep 

tersebut. Dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat 

yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan 

pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang 

berkepentingan (demand side). Untuk itulah pemerintah harus benar-

benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa 

saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar 
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memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh 

masyarakat. 

2.2.3  E-government dalam Pelayanan Publik 

Menurut Rianto dkk dalam Lestari dan Fajri (2021) menyatakan 

bahwasannya e-government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan 

tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika 

atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-government 

memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan 

antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia 

usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan 

teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan 

antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Jadi e-government 

merupakan salah satu aplikasi teknologi informasi yang sekarang ini 

banyak digunakan di beberapa kantor atau lembaga pemerintah baik di 

tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. 

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah bagi pemerintah 

untuk menjawab persoalan masyarakat yang menuntut akan pelayanan 

yang cepat, efektif, dan efisien. Maka, pada pemanfaatan teknologi 

informasi pada pemerintahan disebut dengan istilah e-government. 

Sebab, e-government dapat menjadi upaya pemerintah dalam 

meningkatkan performa kinerja pemerintah dan memperbaiki proses 

administrasi serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Mariano, 2018).  

Pada pengembangan e-Government tentunya akan melibatkan suatu 

sistem teknologi informasi dikarenakan segala urusan pemerintahan 

terintegrasi dalam suatu sistem. Tujuannya yakni agar pemanfaatan dan 

pendayagunaan telematika dalam meningkatkan pelayanan publik, baik 

itu dalam tata pemerintahan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, 

hingga pelaku bisnis dapat tercipta lebih baik, penyediaan akses 

informasi kepada publik yang lebih luas, dan menjadikan 
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penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) 

serta transparan kepada masyarakat. Dengan demikian, e-government 

adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk 

membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif, efisien, 

produktif dan responsif. 

2.2.4 Hambatan Penerapan E-government dalam Pelayanan Publik 

Penerapan Electronic Government (e-government) pasti akan 

menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Menurut Rokhman dalam 

Lestari, dkk (2019) mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam 

penerapan proyek e-government, yaitu Peopleware, Hardware, dan 

Organoware. Untuk memastikan keberhasilan proyek ini, tantangan-

tantangan tersebut harus diatasi oleh penyelenggara e-government. 

Rokhman memaparkan lebih lanjut tentang ketiga tantangan dan 

hambatan tersebut sebagai berikut : 

1. Peopleware  

Tantangan terkait sumber daya manusia mencakup keterbatasan 

kemampuan para penyelenggara proyek, baik dari pimpinan maupun 

staf dalam memanfaatkan internet. Keterbatasan ini terlihat dari 

tingginya ketergantungan birokrasi pada pihak eksternal dalam 

pengembangan e-government. Selain itu, operasionalisasi e-

government juga belum berjalan dengan baik, yang ditandai oleh 

minimnya aktivitas pada sarana interaksi yang disediakan. 

2. Hardware 

Tantangan ini berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur, di mana 

adanya keterbatasan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software), serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang 

terhubung ke jaringan lokal (LAN) maupun global (internet), 

sehingga hal ini dapat menghambat kelancaran perkembangan e-

government. 
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3. Organoware 

Hambatan ini terkait dengan birokrasi sering kali terjadi ketika 

instansi pemerintah mengoperasionalkan e-government, khususnya 

dalam aspek organisasi. Kendala ini terlihat dari kurangnya 

fleksibilitas dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 

birokrasi, sehingga tidak mampu mengakomodasi perkembangan 

model baru pelayanan publik melalui e-government. 

 

2.3    Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik 

2.3.1 Definisi Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik 

Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada sektor publik merupakan 

upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dengan cara memanfaatkan elektronik seperti komputer. Sistem 

Informasi Manajemen pada hakikatnya diartikan sebagai suatu tatanan 

yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian informasi, analisis 

data, penyimpulan informasi hingga sampai penyampaian informasi 

yang diperlukan organisasi (Sabarguna, 2007). Demikian pula menurut 

Hartono dalam Alhadi (2022) menyatakan bahwa Sistem Informasi 

Manajemen terdiri atas data, prosesnya berupa pengumpulan, 

penyimpangan dan pengolahan data tersebut, kemudian luarannya adalah 

informasi. Pendapat tersebut sejalan dengan Murdick dan Ross dalam 

Sutabri (2016) bahwasannya Sistem Informasi Manajemen merupakan 

proses komunikasi yang mana informasi berupa input direkam, disimpan, 

dan diproses untuk menghasilkan output berupa keputusan mengenai 

perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Terdapat pandangan yang 

berbeda dari Davis dalam Haq, dkk (2021) yang menekankan bahwa 

Sistem Informasi Manajemen terdiri dari manusia dan mesin yang 

digunakan untuk pemrosesan informasi berbasis komputer yang dalam 

penerapannya dapat menyediakan informasi untuk menunjang kegiatan 

manajerial dan pengambilan keputusan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Sistem Informasi Manajemen merupakan kumpulan data-data tentang 



22 
 

informasi yang dibutuhkan oleh organisasi sebagai langkah untuk 

peningkatan performa organisasi.  

Terdapat dua lingkungan dari Sistem Informasi Manajemen sebagaimana 

dikutip dari Hartono (2013) adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Internal merupakan segala hal yang berada di luar 

Sistem Informasi Manajemen, tetapi masih dalam ranah organisasi. 

Sistem Informasi Manajemen sangat penting bagi lingkungan 

internal karena dalam organisasi tersebut terjadi proses pemanfaatan 

informasi. 

2. Lingkungan Eksternal merupakan segala hal yang terjadi di luar 

organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan masyarakat, pesaing, 

pemerintah, dan lain-lain. Sistem Informasi Manajemen sangat 

penting bagi lingkungan eksternal sebab disinilah data dikumpulkan 

dan pada lingkungan eksternal dapat terjadi perubahan-perubahan 

yang akan berdampak pada Sistem Informasi Manajemen. 

Sistem Informasi Manajemen jika dilihat manfaatnya dari sisi 

lingkungan, tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal organisasi 

saja, misalnya dimanfaatkan sebagai pelayanan publik (Haq dkk, 2021). 

Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Manajemen memiliki banyak 

manfaat bagi organisasi untuk memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan, sebagaimana dikutip dari Putri (2019) yaitu tersedianya 

kualitas informasi dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, 

dapat meningkatkan aksesbilitas data secara akurat dan tepat waktu bagi 

pengguna, tanpa adanya perantara, mampu mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi dapat 

mengembangkan proses perencanaan yang efektif, dan dapat 

memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan 

pemeliharaan sistem. 

Penerapan sistem informasi manajemen tentunya tidak luput pada 

keberhasilan atau kegagalan bagi organisasi yang menerapkannya sebab 
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penerapan teknologi informasi pada sektor publik bukanlah suatu hal 

yang mudah. Keberhasilan organisasi menerapkan sistem informasi 

manajemen dapat diukur melalui efektivitas teknologi informasi dalam 

mendukung strategi organisasi untuk menunjang kinerja organisasi, 

meningkatkan struktur organisasi dan budaya. Menurut Fuadi dalam 

Susanto (2014) terdapat empat langkah yang perlu diketahui organisasi 

untuk menyempurnakan sistem informasinya, yaitu sebagai berikut: 

1. Analisa sistem, pada langkah ini informasi diperoleh dari survei 

yang kemudian analisa tersebut untuk mengetahui apa saja 

permasalahan yang terdapat dalam sistem yang ada. Selanjutnya, 

dilakukkan sintese sistem (pengumpulan hasil survei) untuk 

merancang rekomendasi bagi revisi sistem yang telah ada yang 

tujuannya untuk mengembangkan suatu sistem baru. Analisa 

tersebut harus memuat evaluasi tentang kebutuhan informasi bagi 

manajer dan pengguna sistem lainnya sehingga dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem tersebut. 

2. Daerahin sistem adalah proses penyiapan spesifikasi yang akurat 

untuk melakukan pengembangan suatu sistem baru. Untuk itu 

diperlukannya perencanaan pengembangan yang dipersiapkan pada 

langkah analisa sistem. 

3. Implementasi sistem, merupakan pergantian atas sistem lama 

dengan sistem baru. Penggunaan sistem baru dan sistem lama dapat 

dilakukan secara simultan untuk periode yang singkat dan hasilnya 

kemudian dibandingkan untuk meyakinkan bahwa sistem baru tidak 

memiliki kelemahan pada sistem lama yang kemudian sistem baru 

dapat diimplementasikan. 

4. Review sistem, langkah ini dilakukan tidak lama pada saat sistem 

baru dioperasikan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang 

ada. Langkah ini harus dilakukan secara periodik. Pada tahap ini tak 

jarang juga dapat dilakukannya modifikasi besar atau penggantian 

jika perlu dan prosesnya dimulai seperti tahap awal. 
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Suatu sistem informasi manajemen menjadi prioritas bagi organisasi 

untuk dilakukannya pengembangan karena besarnya kecemasan faktor 

internal. Sistem informasi manajemen yang diterapkan pada organisasi 

tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan sebab 

terjadinya benturan antara lingkungan atau keadaan internal. Berikut 

kegagalan penerapan sistem informasi menurut Cassafo dalam Suardi 

(2013): 

1. Minimnya dukungan dari pihak manajemen puncak 

2. Tidak memiliki perencanaan yang memadai tentang bagaimana 

tahapan dan arahan yang harus dilakukan 

3. Inkompetensi secara teknologi 

4. Strategi dan tujuan yang tidak terstruktur ketika akan menerapkan 

sistem informasi 

5. Ketidakjelasan kebutuhan terhadap sistem 

Pemerintah sebagai sektor publik tentunya membutuhkan Sistem 

Informasi Manajemen dalam menunjang kegiatan manajerial organisasi. 

Dikutip dari Putri (2019) menjabarkan tentang tujuan dari adanya 

Sistem Informasi Manajemen bagi sebuah organisasi adalah untuk 

menyediakan informasi yang dapat dipergunakan dalam manajemen; 

untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, 

pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan secara berkelanjutan; dan 

juga untuk menyediakan informasi sebagai pengambilan keputusan. 

2.3.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen memiliki faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitasnya dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan bagi organisasi.  

Adapun faktor pendukung penerapan sistem informasi manajemen di 

dalam organisasi adalah sebagai berikut (Roziqin dan Budi, 2021): 
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1. Kebijakan 

Kebijakan menjadi suatu bentuk langkah pemerintah dalam 

meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik yang dilakukan dalam 

skala luas. Tuntutan serta tantangan yang dihadapi oleh instansi 

pemerintah akan peran dan fungsinya sebagai pelayan publik 

dituntut untuk memberikan model pelayanan yang lebih 

mendekatkan kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, 

cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel. 

2. Standar Pelayanan dan SOP 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau 

acuan untuk melaksanakan tujuan dan pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, 

administratif, prosedur kerja, dan sistem kerja. Tujuan dari adanya 

Standar Operasional Prosedur adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, standar pelayanan 

adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyelenggarakan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat. 

3. Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi adalah aspek dalam manajemen yang 

menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai tokoh utama bagi 

organisasi. Tanpa adanya komitmen organisasi, maka akan sulit 

terbentuknya partisipasi aktif dan mendalam dari aparatur. 

4. Budaya organisasi 

Pada organisasi publik, budaya organisasi dapat dianalisis dari dua 

aspek yaitu hubungan antar pegawai dan perhatian pegawai terhadap 

pelaksanaan tugas organisasi. 

5. Monitoring dan Evaluasi  

Evaluasi dilaksanakan dengan indikator yang jelas dan terukur 

dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau 
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penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan 

peraturan perundang-undangan.  

Adapun faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi 

manajemen adalah sebagai berikut (Alhadi, 2022): 

1. Keterbatasan fasilitas 

Pada umumnya, pengolahan data-data dalam sistem informasi 

manajemen dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat teknologi 

komputer. Jika fasilitas tersebut tidak memadai maka proses 

implementasi sistem informasi manajemen akan terhambat. 

2. Ketidakterampilan Sumber Daya Manusia (Pegawai Pelaksana) 

Kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan aparatur yang 

mengoperasikan sistem informasi manajemen dalam pengolahan 

informasi, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk mengolah data 

yang ada sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja organisasi. 

Pengelolaan data tidak hanya bergantung pada perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer saja tetapi juga bergantung kepada 

kemampuan seseorang dalam melakukan pengolahan data. Dengan 

demikian, organisasi dapat memanfaatkan informasi dan 

menjadikannya sebagai sumber untuk peningkatan organisasi. 

 

2.4    Pelayanan Publik 

2.4.1 Definisi Pelayanan Publik 

Peilayanan beirarti meimbicarakan suiatui proseis keigiatan yang beirdampak 

keipada hal yang abstrak (intangiblei) yang beirarti seibuiah proseis yang 

meinghasilkan suiatui produik beiruipa bantuian jasa ataui fasilitas seibagai 

sarana peimbantui yang keimuidian dibeirikan keipada peilanggan (Sawir, 

2020). Seicara seideirhana, peilayanan beirarti cara yang dilaku ikan dalam 

meimbeirikan seirvicei keipada seiseiorang yang me imbu ituihkan peilayanan. 

Proseis peilayanan beirlangsu ing seicara ruitin dan beirkeisinambu ingan, hal 

ini me imeirluikan keipeikaan dan hu ibuingan inteirpeirsonal antara pe ineirima 

dan peimbeiri peilayanan dalam me imeinuihi keibuituihan (Syamsu iadi, 2017). 
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Seimeintara itu i, menurut Gronroos dalam Muirsyidah dan Choiriyah 

(2020) meingartikan peilayanan seibagai suiatui aktivitas yang dise idiakan 

oleih peimbeiri layanan seibagai solu isi peirmasalahan dari adanya akibat 

inteiraksi antara konsu imein dan karyawan dan sifatnya tidak kasat mata. 

Seihingga, peilayanan dapat disimpuilkan seibagai suiatui aktivitas yang 

dilakuikan meilaluii inteiraksi antara peineirima dan peimbeiri peilayanan yang 

sifatnya dapat dirasakan baik seicara langsuing mauipuin tidak langsuing 

dalam meimeinuihi keibuituihan dari peineirima layanan. 

Peilayanan pu iblik beirarti layanan yang dibe irikan oleih peimeirintah uintu ik 

meimeinuihi keiinginan dan keipeintingan masyarakat (Daraba, 2023). 

Konseip peilayanan pu iblik beirkaitan deingan bagaimana cara pe imeirintah 

meiningkatkan kapasitas dan ke imampuiannya seibagai peimbeiri layanan, 

yang mana hal ini juiga seisuiai fuingsi peimeirintah yaitu i meimbeirikan 

peilayanan seisuiai deingan keibuitu ihan masyarakat. Uintu ik itui, peimeirintah 

seibagai peimbeiri layanan pu iblik haruis beirtangguing jawab dan 

meiningkatkan peilayanan seicara teiruis meineiruis deimi meincapai peilayanan 

yang beirkuialitas (Ruikayat, 2017). Seinada deingan Bazarah (2021) yang 

beirpeindapat bahwa su idah me injadi fuingsi dasar bagi pe imeirintah dan 

wajib dilaksanakan u intu ik meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat 

seisuiai deingan keibuituihannya. Peilayanan puiblik haruis meimeinuihi uinsuir-

uinsu ir dasar seibagai beirikuit (Moeinir, 2019): 

1. Hak dan ke iwajiban bagi pe imbeiri peilayanan haru is speisifik dan 

dipahami ole ih masing-masing pihak; 

2. Sisteimatika seigala beintu ik peilayanan u imuim haruis seilaras deingan 

keibuituihan dan keimampu ian masyarakat u intu ik me imbayar yang 

seisuiai deingan peiratu iran peiruindang-uindangan yang be irlakui deingan 

beirpeigang teiguih pada eifisie insi dan eifeiktivitas; 

3. Proseis, mu itui, dan hasil pe ilayanan puiblik haruis diu isahakan agar 

dapat meimbeirikan keiamanan, keinyamanan, keipastian seicara hu ikuim 

yang dapat dipeirtangguingjawabkan; 
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4. Jika peilayanan pu iblik yang dise ileinggarakan ole ih peimeirintah 

teirpaksa haruis mahal, maka instansi peimeirintah teirkait 

beirkeiwajiban meimbeiri keiseimpatan keipada masyarakat u intu ik iku it 

meinyeileinggarakan. 

Dapat disimpu ilkan bahwa peilayanan puiblik ialah suiatui proseis aktivitas 

dari aparatuir peimeirintah neigara atauipuin daeirah yang mana hal ini 

meinjadi tuigas pokok ataui tangguing jawab uintu ik meimbeirikan 

keimu idahan dalam meimeinuihi seigala keibuituihan yang diharapkan oleih 

masyarakat baik peilayanan administratif mauipuin peilayanan jasa guina 

teircapainya keiseijahteiraan masyarakat. 

2.4.2 Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Peilayanan puiblik yang diseidiakan oleih instansi peimeirintah keipada 

masyarakatnya seicara uimuim meimiliki beibeirapa jeinis peilayanan deingan 

meilihat dari beirbagai jeinis jasa-jasa yang akan dihasilkan oleih suiatui 

instansi peimeirintah seipeirti yang disampaikan ole ih Kotleir dalam Suigiyah 

(2018). Pada dasarnya, pe ilayanan pu iblik timbu il kareina adanya 

keipeintingan dan keipeintingan te irseibuit beintu iknya beirmacam-macam. Hal 

ini se inada deingan peindapat yang disampaikan Agu istino (2020) bahwa 

keibeiragaman dan peirbeidaan keibuituihan hiduip manuisia meinyeibabkan 

adanya beirbagai jeinis peilayanan yang diseibabkan adanya beirbagai 

beintu ik keipeintingan. Keibeiragaman keipeintingan teirseibuit meinuiruit Barata 

(Mau ilidiah, 2014) antara lain beirkaitan deingan peimbeirian jasa-jasa saja, 

peilayanan pu iblik yang beirkaitan deingan peinyeidiaan dan distribu isi 

barang-barang saja, dan/atau i layanan ganda yang beirkaitan deingan 

keidu ianya.  

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari 

berbagai macam bentuk. Menurut Moenir (2016) Ada beberapa bentuk-

bentuk layanan, yaitu:  
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1. Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan 

bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau 

keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan 

lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu: 

1) Memahami benar-benar masalah yang termasuk dalam bidang 

tugasnya. 

2) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka 

yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

3) Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah. 

2. Layanan melalui tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dalam segi jumlah 

tetapi dalam segi perannya. Layanan tulisan terdiri atas dua 

golongan, pertama layanan berupa petunjuk, informasi dan yang 

sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar 

memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau 

lembaga; kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, 

laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan, dan lain 

sebagainya.  

3. Layanan berbentuk perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70%-80% 

dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan kebawah. 

Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat 

menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Contoh dari 

layanan tersebut adalah pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil 

perbuatan bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. 

Beirdasarkan su imbeir teintang peimbagian jeinis-jeinis peilayanan pu iblik 

yang dibeirikan oleih peimeirintah keipada masyarakat meinu inju ikkan bahwa 
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peilayanan pu iblik meilipuiti keigiatan dan je inis-jeinis dalam lingkuip yang 

sangat lu ias. Deingan kata lain, peirmasalahan peilayanan pu iblik dalam satu i 

peimeirintahan meiruipakan peirmasalahan yang sangat peilik dan kareina itui 

meimbu ituihkan rasa keipeiduilian dari seimuia kalangan, baik dari pe imeiritah 

seibagai pihak peimbeiri layanan mau ipuin dari masyarakat se ibagai pihak 

yang meineirima peilayanan.  

2.4.3 Kualitas Pelayanan 

Peilaksanaan peilayanan puiblik sangat eiseinsial bagi peimeirintah dan 

masyarakat, uintuik itui peirlui meinciptakan peilayanan yang beirkuialitas 

deingan meingacui pada eileimein-eileimein yang meinduikuing peiningkatan 

peilayanan. Seibagaimana, me inu iruit Ibrahim dalam Hardiyansyah (2018) 

meingartikan kuialitas peilayanan puiblik seibagai suiatui hal yang dinamis 

dan/ataui beirhuibuingan deingan produik, jasa, manuisia, proseis dan 

lingkuingan yang mana peinilaian kuialitas teirjadi pada saat peilayanan 

puiblik beirlangsuing. Kuialitas layanan haruis dikeijar dan diu isahakan oleih 

organisasi puiblik, teirleipas apakah itui dianggap meiningkatkan atau i 

seibaliknya. Uintu ik dapat me ingeitahuii apakah peilayanan te irseibuit 

beirmanfaat atau i tidak, aka dipe irluikan dimeinsi-dimeinsi atau i deiteirminan 

uintu ik meinguikuir kuialitas peilayanan pu iblik. 

Peingu ikuiran kuialitas peilayanan seibagaimana yang dikeimbangkan oleih 

Fitzsimmons dalam Mauilidiah (2014), bahwa teirdapat lima deiteirminan 

kuialitas peilayanan puiblik yang dapat dirinci seibagai beirikuit: 

1. Keiteirandalan (reialibility), meiruipakan keimampuian peimeirintah 

dalam me inyeidiakan peilayanan seicara teipat dan be inar, jeinis 

peilayanan yang teilah dijanjikan keipada konsuimein/peilanggan. 

2. Keireisponsifan (reisponsiveinneis), meiruipakan aspeik keisadaran atau i 

keiinginan u intu ik meimbantu i peilanggan dalam me imbeirikan jasa 

deingan ceipat dan teipat. 

3. Peingeitahuian ataui wawasan (assu irancei), meiru ipakan aspeik 

peingeitahuian dan sopan santu in, keipeircayaan diri dari pe imeirintah 
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seibagai peimbeiri peilayanan pu iblik seirta adanya rasa me inghormati 

teirhadap konsuimein. 

4. E impati (eimphaty), meiruipakan keimauian peimbeiri layanan u intu ik 

meilakuikan peindeikatan, meimbeiri peirlinduingan, seira beiruisaha uintu ik 

meingeitahuii keiinginan dan keibuituihan dari konsuimein. 

5. Beirwuijuid (tangiblei), meiru ipakan peinampilan para pe igawai dan 

fasilitas fisik lainnya, se ipeirti peiralatan ataui peirleingkapan yang 

meinuinjang peilayanan. 

Pendapat lain datang dari De Vreye dalam Maulidiah (2014), dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan, terdapat 7 (tujuh) dimensi dan 

indikator yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:  

1. Self–esteem (harga diri) dengan indikator: peningkatan prinsip 

pelayanan; penempatan seseorang berdasarkan spesialisasinya; 

menetapkan tugas pelayanan yang progresif; dan berpegang teguh 

pada kesuksesan “hari esok lebih baik dari hari ini”; 

2. Exeed expectation (memenuhi harapan), dengan indikator: 

pengadaptasian standar pelayanan; berinterpretasi pada keinginan 

pelanggan; dan pelayanan sesuai harapan aparat;  

3. Recovery (pembenahan), dengan indikator: mengganggap protes 

sebagai peluang, bukan masalah; menangani keluhan pelanggan; 

mengakumulasi informasi tentang kebutuhan pelanggan; uji coba 

standar pelayanan; dan mendengar keluhan pelanggan;  

4. Vision (pandangan ke depan), dengan indikator: merancang strategi 

yang ideal di masa depan, memanfaatkan teknologi secara optimal; 

dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan;  

5. Improve (perbaikan), dengan indikator: pembenahan secara terus 

menerus; menyesuaikan perubahan zaman; melibatkan bawahan 

dalam penyusunan rencana; investasi non material (training); 

penataan lingkungan yang sehat; dan penciptaan standar yang 

responsif;  
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6. Care (perhatian), dengan indikator: merancang sistem pelayanan 

yang memuaskan pelanggan; memperhatikan kualitas; 

mengimplementasi standar pelayanan yang tepat; dan uji coba 

standar pelayanan;  

7. Empower (pemberdayaan), dengan indikator: memberdayakan 

karyawan/bawahan; belajar dari pengalaman; dan memberikan 

rangsangan, validasi dan penghargaan. 

2.5  Aplikasi Buku Tamu  

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Lampung 

mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah pengelolaan arsip dan data 

informasi mengenai tamu yang berkunjung ke Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Lampung. Adapun tamu yang berkunjung sebagian besar 

dari penyedia barang dan jasa dari berbagai provinsi dan kabupaten, dan 

dari masyarakat pada umumnya serta dari instansi pemerintah. Dari hasil 

evaluasi tamu yang hadir di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Provinsi Lampung, tamu yang hadir terus meningkat terutama dari 

penyedia barang dan jasa sehingga pencatatan tamu yang datang tidak 

terlayani dengan cepat dan pengarsipan dokumen yang tidak efektif dan 

efisien. 

Pendataan buku tamu digunakan untuk mendata tamu yang datang dengan 

meminta informasi pengunjung seperti nama, alamat, dan juga terkadang 

tanda tangan tamu. Dalam pengisian atau pendataan buku tamu terdapat 

beberapa masalah seperti buku tamu yang disediakan oleh petugas atau 

penerima tamu pada suatu instansi sangat terbatas, dan juga pengisian 

buku tamu masih dilakukan secara manual, hal ini membuat tamu yang 

datang menjadi saling menunggu dalam mengisi buku tamu, dan juga 

sering terjadi kesalahan atau tidak akurat dalam perhitungan jumlah tamu 

yang datang. 

Guna dalam rangka pemenuhan kebutuhan hal tersebut Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung membuat aplikasi buku tamu yang 
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berfungsi untuk mendata tamu yang hadir dengan aplikasi yang mudah, 

cepat, dan akurat sehingga akan tercapai pelayanan yang 

efektif dan efisien. 

Landasan terbentuknya aplikasi buku tamu ini adalah Surat Edaran Kepala 

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 24 Tahun 2020 

Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 

2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut aplikasi buku 

tamu diciptakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung 

sebagai alat penunjang layanan dan evaluasi bagi Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa Provinsi Lampung. 

Aplikasi buku tamu dibentuk pada tahun 2020 dan mulai berjalan pada 

tahun 2021 hingga saat ini yang ditujukan untuk tamu-tamu (perangkat 

daerah). Melalui aplikasi buku tamu ini pengunjung yang datang tidak 

perlu menulis informasi secara manual karena terdapat pegawai pelaksana 

yang akan melayani dalam pencatatan data tamu dan informasi tersebut 

akan terekam dan tersimpan dengan baik dalam sistem komputer. Adapun 

tujuan lain pembuatan aplikasi buku tamu adalah sebagai berikut: 

1. Terinventarisirnya pelayanan terhadap tamu yang berkunjung ke Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. 

2. Membantu tugas pencatatan dalam proses pembuktian peserta tender 

oleh Biro pengadaan barang dan jasa. 

3. Tersimpannya aplikasi dan database registrasi tamu yang berkunjung 

dan proses pembuktian peserta tender ke Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Lampung. 

4. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) yang terstandarisasi. 

 



34 
 

2.6  Kerangka Pikir 

Beirangkat dari hal tersebut, peinulis meincoba meingguinakan hasil kajian 

dari riset Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2002) dalam 

meinganalisa penerapan digitalisasi aplikasi buku tamu pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam meiningkatkan 

peilayanan. Indikator tersebut ialah Support (dukungan), Capacity 

(kemampuan), Value (nilai). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Suimbeir: Diolah oleih Peineliti, 2024 

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) No. 24 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan Peraturan Gubernur No. 

59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah 

Aplikasi Buku Tamu 

Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung 

Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa dalam 

pengarsiapan dan mengetahui 

permasalahan dalam 

penyediaan barang dan jasa 

Menurut hasil kajian dari riset 

Harvard JFK School of 

Government (Indrajit, 2002) 3 

elemen dalam menerapkan 

digitalisasi pada sektor 

layanan publik: 

1. Support (dukungan) 

2. Capacity (kemampuan) 

3. Value (nilai) 

 

Tantangan penerapan digitalisasi 

(Rokhman dalam Lestari dkk, 2019): 

Peopleware, Hardware, Organoware 

 

Perencanaan yang belum matang oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung, Kemampuan Sumber Daya Manusia yang kurang 

memadai dalam menjalankan Aplikasi Buku Tamu serta Aplikasi Buku Tamu 

yang tidak berjalan sebagaimana tujuan pembentukan 

Gambar 2. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Peineilitian ini meingguinakan peindeikatan ku ialitatif deingan tipei peineilitian 

deiskriptif. Peineilitian ini meincoba uintuik meilihat bagaimana penerapan 

aplikasi buku tamu pada  Biro Peingadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Lampu ing dalam meiningkatan kuialitas peilayanan, seihingga dapat 

meimahami langkah-langkah apa saja yang dipeirluikan dalam uipaya 

meiningkatkan kuialitas peilayanan peimeirintah keipada masyarakat.  

Hasil dari peineilitian ini hanya beiruipa deiskripsi deingan meinganalisis data 

yang dipeiroleih meilaluii keigiatan wawancara teirhadap su ibjeik peineilitian 

meilalu ii data-data yang teilah teirkuimpuil nantinya peineiliti akan 

meineilaahnya agar meindapatkan hasil yang kompreiheinsif teirkait deingan 

penerapan aplikasi buku tamu pada dalam peiningkatan kuialitas peilayanan. 

Deingan meineitapkan narasuimbeir yang diguinakan uintu ik meimbeirikan 

informasi yang dipeirluikan yaitu i informasi teintang peirmasalahan dalam 

peinyeidiaan barang dan jasa se irta feinomeina-feinomeina apa saja yang te irjadi 

pada saat diterapkannya aplikasi buku tamu. Kareina hal itu i, maka peinuilis 

meimbuituihkan narasuimbeir uintuik dilakuikan wawancara seicara meindalam 

dan meilakuikan obseirvasi guina meindapatkan data-data yang kreidibeil 

seisuiai deingan keinyataan yang teirjadi di lokasi peineilitian. 

3.2  Fokus Penelitian  

Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah peneliti 

gambarkan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus terkait dengan 

penerapan serta hambatan dari penerapan aplikasi buku tamu pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam meningkatkan 
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kualitas pelayanan. Pembatasan fokus penelitian sangat penting dalan 

sebuah penelitian karena berkaitan langsung dengan proses pengambilan 

data yang nantinya akan diolah menjadi analisis dalam penelitian, dengan 

adanya fokus penelitian, maka penelitian ini dapat terfokus dan tidak 

melebar. Adapun fokus dalam penelitian mengenai penerapan layanan 

melalui aplikasi buku tamu dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Lampung. 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:  

1. Berdasarkan hasil kajian dari riset Harvard JFK School of 

Government (Indrajit, 2002) penerapan konsep-konsep digitalisasi 

pada sektor layanan publik dikatakan sukses apabila memperhatikan 

tiga elemen yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. 

Masing-masing elemen sukses tersebut adalah : 

1) Support (dukungan), elemen support adalah elemen paling 

penting dalam pengembangan e-Government perlu dukungan 

atau yang disebut political will dari pejabat publik. Hal ini agar 

konsep e-Government dapat diterapkan.  

2) Capacity (kemampuan), elemen capacity merupakan sumber 

daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-

Government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi 

kenyataan.  

3) Value (nilai), elemen value berdasarkan pada manfaat yang 

didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan e-

Government. Dalam elemen value yang menentukan besar 

tidaknya manfaat e-Government adalah pemerintah sebagai 

pemberi pelayanan. 

2. Selain hal tersebut yang menjadi fokus pada penelitian ini juga untuk 

mengetahui hambatan dalam penerapan aplikasi buku tamu pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan berdasarkan tantangan dalam penerapan e-

government menurut Rokhman (Lestari dkk, 2019).  
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3.3  Lokasi Penelitian 

Lokasi peineilitian ini akan beirteimpat di Biro Peingadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampuing. Adapuin alasan meimilih obyeik lokasi peineilitian 

teirseibu it adalah Biro Peingadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampuing satui-

satuinya yang meimiliki program aplikasi buikui tamu i di Provinsi Lampuing 

seirta Biro Peingadaan Barang dan Jasa meiruipakan peirangkat daeirah yang 

meinciptakan program teirseibuit. Meilaluii penerapan aplikasi buikui tamui puila 

meinjadikan Biro Pe ingadaan Barang dan Jasa me injadi instansi yang teilah 

meimeinuihi standarisasi yang teilah diteitapkan oleih Leimbaga Ke ibijakan 

Peingadaan Peimeirintah (LKPP). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Meinuiru it Weikkei (2019) u intu ik meindapatkan data yang kreidibeil, peineiliti 

haruis te iliti dalam peimilihan teiknik peinguimpu ilan data agar se isuiai deingan 

harapannya, yang mana harapan te irseibuit seisuiai deingan kriteiria yang teilah 

diteitapkan. Adapuin teiknik peinguimpuilan data yang diguinakan dalam 

peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Wawancara 

Meinuiruit Su igiyono (2022), wawancara digu inakan se ibagai teiknik 

peinguimpu ilan data jika peineiliti ingin meilakuikan stu idi peindahuiluian 

uintu ik dapat meineimuikan peirmasalahan yang haruis diteiliti, teitapi ju iga 

apabila peineiliti ingin meingeitahuii hal-hal dari narasu imbeir seicara leibih 

meindalam agar tidak ada informasi yang dise imbu inyikan lagi. 

Informasi yang diwawancarai dalam peineilitian ini adalah dari pihak 

Biro Peingadaaan Barang dan Jasa Provinsi Lampuing. Adapuin yang 

meinjadi informan dalam peineilitian ini yaitu i seibagai be irikuit: 
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Tabel 3. Data Informan dalam Penelitian 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1.  Dodi Hendrawan, 

ST., MEP. 

Ke ipala Layanan 

Pe ingadaan Se icara 

E ile iktronik (LPSE i) 

Provinsi Lampuing 

Se ibagai keipala bidang 

yang meinjalankan 

program Aplikasi Bu ikui 

Tamui 

2. Windu Putra 

Setiawan, S.Kom. 

Operator/Admin Sistem 

LPSE i Provinsi 

Lampuing 

Se ibagai koordinator 

pe ingeimbangan program 

Aplikasi Bu iku i Tamui 

3. Tri Aminarti Staff Biro Pe ingadaan 

Barang dan Jasa 

Provinsi Lampuing 

Se ibagai peilaksana 

Program Aplikasi Bu ikui 

Tamui 

4. Viranda 

Agustiarini 

Staff Biro Pe ingadaan 

Barang dan Jasa 

Provinsi Lampuing 

Se ibagai peilaksana 

Program Aplikasi Bu ikui 

Tamui  

5. Dena Arlian Karyawan PT. Madinah 

AlMunawaroh 

Se ibagai peingguina 

layanan dari Aplikasi 

Bu iku i Tamui  

6.  Dwi Alfina Manager Hotel Pop Sebagai pengguna 

layanan Aplikasi Buku 

Tamu 

Su imbeir: Diolah oleih peineliti, 2024 

2. Observasi 

Obseirvasi meiruipakan teiknik peinguimpu ilan data yang me ingharuiskan 

peineiliti tuiruin langsuing kei lapangan uintu ik meilakuikan peingamatan 

teirhadap feinomeina yang ingin dite iliti ataui hal-hal yang beirkaitan 

deingan ruiang, teimpat, peilakui, aktivitas, peiristiwa, tu ijuian, dan 

peirasaan. Banyak aspeik tingkah lakui manuisia yang hanya dapat 

diteiliti meilaluii obseirvasi langsu ing kareina meimiliki pandangan 

meinyeiluiruih teirhadap feinomeina yang diteiliti. Hasil dari me ilakuikan 

obseirvasi dapat beiruipa gambaran yang ada di lapangan dalam beintu ik 

sikap, tindakan, pe imbicaraan, mau ipuin inteiraksi inteirpeirsonal. Dalam 

peineilitian ini, peineiliti meingamati penerapan aplikasi buku tamu yang 

ada di Biro Pe ingadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampu ing dimu ilai 

dari tahap peirtama hingga tahap teirakhir. 

 

3. Dokumentasi 

Meinuiruit Weikkei (2019) doku imeintasi meiruipakan catatan dari su iatu i 

feinomeina yang teilah teirjadi. Fu ingsi dari doku imein te irseibuit seibagai 

peileingkap dari data hasil obse irvasi dan wawancara, se ihingga hasil 
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peineilitian akan seimakin teirpeircaya. Meinuiruit Bu ingin dalam Weikke i 

(2019) doku imeintasi teirdiri atas au itobiograf, su irat-suirat, bu ikui-buikui, 

doku imein peimeirintah mau ipu in swasta, foto, dan lain-lain. Dalam 

peineilitian ini, peineiliti meingu impu ilkan data yang be irsuimbeir pada 

liteiratu ir, data-data teirtuilis, U iUi/Peiratu iran Peimeirintah, arsip atau ipuin 

gambar yang beirkaitan deingan Peilayanan aplikasi buiku i tamu i. 

Tabel 4. Dokumentasi 

No. Nama Dokumen Substansi 

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah 

2. Su irat E idaran Keipala Le imbaga 

Ke ibijakan Peingadaan Barang dan Jasa 

Pe ime irintah (LKPP) No. 24 Tahuin 

2020  

Pe iningkatan Peingguinaan 

Produik Dalam Ne ige iri Dalam 

Pe ingadaan Barang/Jasa 

Pe ime irintah 

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Sistem Manajemen 

Pengamanan Informasi 

Pedoman pelaksanaan standar 

SNI ISO/IEC 27001 dalam 

penyelenggaraan sistem 

elektronik 

4. KAK (Kerangka Acuan Kerja) 

Pengadaan Aplikasi Buku Tamu 

Pedoman pelaksanaan 

pembentukan aplikasi buku 

tamu 

5. Rekapitulasi daftar tamu melalui 

Aplikasi Buku Tamu  

Jumlah tingkat tamu yang 

berkunjung melalui Aplikasi 

Buku Tamu 

6. Rekapitulasi daftar survei kepuasan 

pengguna 

Jumlah tingkat tamu yang telah 

mengisi survei kepuasan 

pengguna melalui aplikasi buku 

tamu 

7. Foto Dokumentasi wawancara 

dengan informan 

Suimbeir: Diolah oleih Peineliti, 2024 

3.5  Teknik Analisis Data 

Pada peineilitian ini peineliti meinganalisis data meinggu inakan modeil 

inteiraktif meinuiruit Mileis, Huibeirman, dan Saldana (2014) seibagaimana 

dijeilaskan langkah-langkah dalam meinganalisis data, meilipuiti:  

1. Kondeinsasi data (data condeinsation)  

Kondeinsasi data beirarti me ineikankan pada prose is peimilihan, 

peinyeideirhanaan, peingabstrakan dan/atau i meimodifikasi data yang 

meindeikati keiseiluiruihan bagian dari hasil notu ileinsi obseirvasi seicara 

teirtu ilis, wawancara, doku imein-dokuimein, dan su imbeir-su imbeir lainnya. 
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Pada tahap ini, pe inulis meilakuikan peinguimpuilan dari data-data 

wawancara yang te ilah dilaku ikan, seihingga meimpeiroleih data yang 

seisu iai deingan fokuis dan se isuiai deingan tingkat keibu ituihan dalam 

peineilitian.  

2. Peinyajian data (data display)  

Peinyajian data meiruipakan keigiatan peingorganisasian, peinyatu ian dari 

informasi yang ke imuidian me inarik keisimpuilan. Peinyajian data 

meimbantu i dalam meimahami apa yang se idang te irjadi dan/atau i 

meimbantu i meingambil su iatu i tindakan beirdasarkan peimahaman. Pada 

tahap ini, dilaku ikan peinyajian data hasil wawancara se ihingga dapat 

dipahami keimbali u intu ik seilanju itnya dapat ditarik keisimpu ilan. 

3. Peinarikan Keisimpuilan (conclu ision drawing) 

Tahap peinarikan keisimpu ilan meiruipakan proseis peineitapan inti sari dari 

proseis awal peinulis meinguimpu ilkan data yang didasarkan pada hasil 

wawancara de ingan informan dan data yang dipe iroleih seisuiai dan dapat 

meinjawab ruimuisan masalah yang diaju ikan. Dari seilu iruih data yang 

teilah dipeiroleih keimuidian ditarik keisimpuilan oleih peineliti.  

Secara skematis yang ada pada model analisis data Miles, Huberman, dan 

Saldana dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif 

Sumber: Miles dkk, 2014 
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3.6  Teknik Uji Keabsahan Data 

Teiknik u iji keiabsahan data dalam peineilitian ku ialitatif sangat peinting uintu ik 

meineitapkan apakah data te irseibu it sahih ataui tidak, u intu ik itu i peirluinya 

dilaku ikan teiknik peimeiriksaan deingan meimpeirtimbangkan beibeirapa 

kriteiria teirteintu i (Weikkei, 2019). Dalam peineilitian ini meinggu inakan eimpat 

kriteiria dalam me inguiji keiabsahan me inuiruit Su igiyono (2022) se ibagai 

beiriku it: 

1. Uiji Deirajat Keipeircayaan (Creidibility) 

Kreidibeilnya su iatu i data apabila me imiliki peirsamaan antara data yang 

dilaporkan ole ih peinuilis deingan keiadaan yang seibeinarnya te irjadi di 

objeik peineilitian. Agar hasil pe ineilitian dapat dipe irtanggu ingjawabkan 

dan dapat dipeircaya, maka keigiatan yang akan dilaku ikan antara lain: 

1) Peirpanjangan waktu i peingamatan 

Pada aktivitas ini, peinuilis akan keimbali kei objeik peineilitian u intu ik 

dilakuikannya obseirvasi dan me ilakuikan wawancara ke imbali 

deingan narasu imbeir barui ataui deingan yang su idah peirnah diteimuii 

seibeiluimnya. Langkah yang dilaku ikan yaitu i meilaku ikan obseirvasi 

uintu ik meimastikan apakah data yang dipe iroleih seibeiluimnya valid 

deingan kondisi pada saat te irjuin lagi kei objeik peineilitian teirseibuit. 

2) Trianguilasi 

Meinuiruit Su igiyono (Weikkei, 2019) teiknik trianguilasi me iruipakan 

Teiknik yang meimanfaatkan su iatu i hal lain di luiar data u intu ik 

dilakuikannya peingeiceikan ataui seibagai peimbanding atas te imuian 

data. Peinuilis meilakuikan peingeiceikan deingan meingguinakan 

trianguilasi suimbeir yaitu i deingan meimbandingkan hasil data yang 

dipeiroleih meilaluii alat dan waktui yang beirbeida deingan keigiatan 

wawancara, obseirvasi, dan dokuimeintasi teirhadap suimbeir data 

yang beirbeida. Beirbagai data yang suidah dipeiroleih keimuidian 

dianalisis uintuik meineimuikan pandangan apa saja yang sama, 

beirbeida, dan leibih speisifik seihingga dapat me imbantu i peinulis 
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dalam meimastikan bahwa data yang digu inakan dalam pe ineilitian 

ini meimiliki keisahihan. 

2. Uji Keteralihan (Transferability) 

Pada peimeinuihan kriteiria ini peinuilis peirlui meimahami hasil dari 

peineilitian, seihingga dapat diimpleimeintasikan pada kondisi sosial lain. 

Langkah yang haru is dilaku ikan peinuilis yaitu i haruis me imbu iat laporan 

yang teirstruiktu ir, jeilas, deitail, dan valid. Teiknik ini peinu ilis meilakuikan 

analisis yang me indeiskripsikan objeik dari peineilitian. 

3. Uji Kebergantungan (Dependability) 

Pada te iknik ini peinuilis meilakuikan auidit teirhadap keiseiluiruihan proseis 

peineilitian. Diawali deingan me ineintu ikan masalah ataui fokuis, tu iruin kei 

lapangan, me ineintu ikan su imbeir data, meilakuikan uiji keiabsahan data, 

hingga peinarikan keisimpuilan deingan meinyeirtakan bu ikti aktivitas 

lapangan yang te ilah dilaku ikan. Peingguinaan teiknik ini seibagai alat 

uintu ik meinguiji apakah hasil pe ineilitian beinar atau i tidak, u intu ik itu i 

peinuilis seilalui meindiskuisikannya beirsama peimbimbing. 

4. Uiji Keipastian (Confirmability) 

Meilaluii teiknik ini meinjadi beintu ik keiteirseidiaan peinuilis u intu ik 

meinuinju ikkan keipada puiblik te intang bagaimana tahapan dan 

indikator-indikator dalam pe ineilitiannya deingan meimbeirikan peiluiang 

bagi pihak lain u intu ik dilaku ikannya peinilaian teirhadap te imuiannya. 

Peimbimbing dapat me ilakuikan peingeiceikan teirkait keipastian asal u isuil 

data, logika pe inarikan keisimpu ilan dari data yang te ilah dipeiroleih, 

peinilaian pada tingkat ke iteilitian peinuilis, seirta peimahaman peinuilis 

teintang keiabsahan data. Pada langkah ini pe imbimbing skripsi yang 

meinjadi peinguiji dari hasil pe ineilitian yang dipeiroleih.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terhadap 

penerapan aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan hasil kajian 

dan riset dari Harvard JFK School of Government yang dikutip dari 

Indrajit (2002) dengan tiga indikator yaitu support, capacity, dan value 

yaitu pada pelaksanaannya aplikasi buku tamu tersebut dinilai belum 

dapat meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa karena belum berjalan secara maksimal. Hal 

ini terlihat pada indikator support dan capacity dimana belum adanya 

support (dukungan) penuh dari pihak penyelenggara berupa belum 

tersedianya panduan dan aturan mengenai pelayanan aplikasi buku tamu 

dan sosialisasi belum dilakukan secara aktif. Sedangkan, dari sisi 

capacity (kapasitas) masih kurangnya kesiapan sumber daya pelaksana 

dikarenakan pelatihan yang tidak memadai dan tidak tersedianya 

infrastruktur penunjang bagi pengguna layanan berupa jaringan internet 

yang bisa diakses diruang publik. Dari sisi value (manfaat) sudah cukup 

baik sebab bagi pihak penyelenggara aplikasi buku tamu dapat 

membantu memudahkan pekerjaan serta dapat melihat feedback melalui 

survei kepuasan pengguna sebagai evaluasi atau pengambilan keputusan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan, bagi pengguna 

layanan bermanfaat untuk menjamin keamanan informasi serta masih 

terdapat pengguna yang belum merasakan manfaatnya karena 

dianggap menyulitkan. 
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2. Menurut Rokhman (Lestari dkk, 2019) terdapat beberapa tantangan yang 

menjadi penghambat dalam menerapkan e-government. Adapun 

hambatan dalam penerapan aplikasi buku tamu pada Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut : 

1) Peopleware  

Sosialisasi dan edukasi yang belum maksimal menjadi salah satu 

faktor penghambat penerapan aplikasi buku tamu untuk berjalan 

secara maksimal, dimana petugas pada Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Lampung kurang informatif dalam menyampaikan 

cara dan prosedur penggunaan aplikasi buku tamu tersebut. 

2) Hardware 

Ketidakseragaman jaringan internet dari pengguna layanan dengan 

masalah akses aplikasi buku tamu memerlukan jaringan internet 

yang stabil untuk dapat mengisi form yang ada pada aplikasi buku 

tamu. Beragamnya jaringan internet yang dimiliki oleh pengguna 

layanan akan menjadi hambatan apabila terkendala koneksi buruk. 

Hal ini akan berdampak pada proses pelayanan yang terkesan lambat 

karena harus menunggu jaringan yang stabil. 

Penelitian ini terbatas mengenai penerapan aplikasi buku tamu pada Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung serta pelaksanaan penelitian 

berfokus pada penerapan konsep-konsep digitalisasi pada aplikasi buku 

tamu sebagai bentuk peralihan sistem manual menjadi digital. Teori Indrajit 

(2002), dalam penelitian ini belum menangkap semua fenomena yang ada 

di lapangan terkait diterapkannya digitalisasi. Sebab teori ini lebih berfokus 

pada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyukseskan konsep e-

government dari pada hasil akhir atau dampak dari penerapan konsep 

digitalisasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian pada 

evaluasi efektivitas dari penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik, 

sehingga indikator monitor dan evaluasi dibutuhkan untuk mengevaluasi 

tindakan yang sudah dan akan dilaksanakan di masa depan sehingga 

memperkuat teori tersebut.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah  disimpulkan sebelumnya, dimana 

dari kesimpulan tersebut dijelaskan bahwa penerapan aplikasi buku tamu 

pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung belum terlaksana 

secara optimal. Oleh karena itu, peneliti kemudian memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Dukungan Manajemen 

Terkait dengan memberikan dukungan (Support), Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung sebaiknya dapat memberikan 

dukungan berupa pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

terkait pelayanan penggunaan aplikasi buku tamu. Hal ini diperlukan 

untuk memastikan pelaksanaan aplikasi buku tamu dapat berjalan 

secara konsisten, akurat, dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan 

aplikasi buku tamu dapat berjalan secara optimal karena terdapat 

panduan yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

2. Meningkatkan Kesiapan Pegawai  

Terkait dengan peningkatan kapasitas (Capacity), Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Lampung sebaiknya dapat melakukan 

monitoring dan evaluasi serta memberikan edukasi dan pelatihan 

kepada pegawai yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali secara 

menyeluruh tentang cara menggunakan aplikasi buku tamu. 

Membangun budaya digital pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung dengan mendorong penggunaan teknologi dan 

inovasi dalam pekerjaan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

memastikan pegawai mahir menggunakan aplikasi buku tamu, 

meningkatkan efisiensi kerja, serta terlatih menggunakan teknologi. 

Dengan demikian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat memastikan 

bahwa penggunaan aplikasi buku tamu berjalan lancar, efektif, dan 

sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.  
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3. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi 

Terkait dengan hambatan peopleware, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung sebaiknya dapat melakukan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang manfaat dan kemudahan penggunaan 

aplikasi buku tamu digital. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Lampung dapat membuat video panduan tentang cara menggunakan 

aplikasi buku tamu digital dan menyebarkannya melalui media sosial 

dan website yang dimiliki. Menyelenggarakan seminar dan workshop 

tentang digitalisasi dan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja. Menyediakan atribut berupa banner dan pamflet yang 

berisikan informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi buku tamu 

sampai alur pelayanan yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Lampung yang diletakkan disekitar loket pelayanan. Hal 

tersebut diperlukan untuk memudahkan pengguna layanan 

mendapatkan informasi tentang aplikasi buku tamu. Dengan demikian, 

hal tersebut dapat mengoptimalkan penerapan aplikasi buku tamu pada 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. 

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Penunjang  

Terkait dengan hambatan hardware, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung sebaiknya dapat memberikan kemudahan pelayanan 

berupa penyediaan infrastruktur jaringan yang dapat diakses ruang 

publik. Hal ini dikarenakan beragamnya jaringan internet pengguna 

layanan dalam menggunakan aplikasi buku tamu. Keseragaman 

jaringan yang stabil dapat menciptakan kemudahan dan kecepatan 

dalam menggunakan aplikasi buku tamu. Dengan demikian, dapat 

terciptanya kualitas pelayanan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Lampung. 
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